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Abstract. This study compares the legal protection of pre-project selling property contracts in Indonesia and 

Singapore, focusing on the regulation of the position of PPJB, consumer protection, and the mechanism of transfer 

of ownership and payment. The approach used is normative with legislative and comparative methods, relying on 

primary and secondary legal materials through literature studies. Descriptive and comparative analysis reveal 

significant differences in the legal arrangements of the two countries. In Indonesia, Law No. 8 of 1999 and Law 

No. 1 of 2011 regulate pre-project selling through PPJB, but supervision is weak so that it often harms consumers, 

such as in the case of Meikarta. In contrast, Singapore has more detailed regulations, such as the Housing 

Developers (Control and Licensing) Act, which requires escrow accounts for consumer funds and strict payment 

schemes. Supervision and law enforcement in Singapore are more effective with strict sanctions against violations, 

reinforced by jurisprudence such as the Jurisprudence of Tan Eck Hong v Maxz Universal Development Group 

Pte Limited (2012) SGHC 240. This study concludes that legal protection in Singapore is more advanced than 

Indonesia, providing important recommendations for property law reform in Indonesia to prevent disputes and 

abuse in property transactions. 
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Abstrak. Penelitian ini membandingkan perlindungan hukum kontrak pre-project selling properti di Indonesia 

dan Singapura, dengan fokus pada regulasi kedudukan PPJB, perlindungan konsumen, dan mekanisme pengalihan 

hak milik serta pembayaran. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan metode perundang-undangan 

dan perbandingan, mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis 

deskriptif dan komparatif mengungkapkan perbedaan signifikan dalam pengaturan hukum kedua negara. Di 

Indonesia, UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 1 Tahun 2011 mengatur pre-project selling melalui PPJB, tetapi 

pengawasan lemah sehingga sering merugikan konsumen, seperti pada kasus Meikarta. Sebaliknya, Singapura 

memiliki regulasi lebih rinci, seperti Housing Developers (Control and Licensing) Act, yang mewajibkan escrow 

account untuk dana konsumen dan skema pembayaran yang ketat. Pengawasan dan penegakan hukum di 

Singapura lebih efektif dengan sanksi tegas terhadap pelanggaran, diperkuat yurisprudensi seperti Yurisprudensi 

Tan Eck Hong v Maxz Universal Development Group Pte Limited (2012) SGHC 240.Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa perlindungan hukum di Singapura lebih maju dibandingkan Indonesia, memberikan rekomendasi penting 

bagi reformasi hukum properti di Indonesia untuk mencegah sengketa dan penyalahgunaan dalam transaksi 

properti. 

 

Kata kunci:   Perlindungan Hukum, Kontrak Pre-project Selling, Properti 

 

1. LATAR BELAKANG 

Industri properti di Indonesia dan Singapura mengalami perkembangan pesat dalam 

beberapa dekade terakhir. Proyek-proyek besar, seperti pembangunan perumahan, apartemen, 

dan kawasan komersial, semakin lazim di wilayah metropolitan Indonesia. Pada perkembangan 

industri properti, terdapat beberapa metode pemasaran properti yang dikenal dengan pre-

project selling. Pre-project selling adalah metode pemasaran properti yang terjadi sebelum 

pembangunannya selesai. Di Indonesia, sengketa sering terjadi akibat lemahnya perlindungan 

hukum, sedangkan di Singapura, regulasi ketat dan pengawasan pemerintah memberikan 

perlindungan yang lebih baik, mengurangi risiko kegagalan pengembang. Pre-project selling 
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di Indonesia berkaitan dengan Perjanjian Penjualan dan Pembelian yang mengikat, yang 

mencakup hak dan tanggung jawab pihak yang terlibat sebagaimana digambarkan dalam 

Perjanjian Pengikatan Penjualan dan Pembelian yang dilaksanakan di hadapan notaris. Melalui 

adanya kontrak pre-project selling pembeli dapat membeli rumah dengan harga terjangkau, 

karena mereka hanya perlu memberikan uang muka awal. Di Singapura, mekanisme yang 

serupa disebut Option to Purchase (OTP). Option to Purchase (OTP) adalah dokumen yang 

memberikan pembeli hak eksklusif untuk membeli properti yang ditawarkan. Setelah pembeli 

setuju dan menandatangani OTP, mereka harus membayar deposit kepada pengembang, yang 

kemudian disimpan dalam rekening escrow hingga tahap proyek mencapai penyelesaian yang 

telah diatur berdasarkan Land Titles (Strata) Act atau Residential Property Act. OTP di 

Singapura berfungsi serupa dengan PPJB di Indonesia, tetapi di bawah regulasi yang lebih ketat 

untuk melindungi konsumen dari risiko yang terkait dengan penjualan properti sebelum 

pembangunan selesai. 

Menurut Urban Redevelopment Authority (URA), regulasi ini telah terbukti efektif dalam 

menjaga kepercayaan konsumen terhadap pasar properti Singapura, yang dikenal memiliki 

salah satu sistem regulasi properti paling ketat di dunia. (Laporan Urban Redevelopment 

Authority (URA), 2020/2021). Perlindungan hukum dalam kontrak pre-project selling sangat 

penting karena konsumen melakukan pembelian properti bahkan sebelum proyek selesai, atau 

dalam beberapa kasus, sebelum pembangunan dimulai. Dilansir web properti Indonesia, Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah mengindikasikan bahwa keluhan di sektor 

perumahan mencapai puncaknya antara 2017 dan 2023, dengan total 3.241 pengaduan. 

Pemilihan di negara Singapura sebagai negara pembanding dalam studi ini berdasarkan pada 

regulasi properti yang lebih maju dan pengawasan yang lebih ketat. Berdasarkan laporan dari 

CBRE Research January 2024  bahwa Singapura menduduki top  two  preferred developed 

market. Dalam laporan tersebut menjelaskan bahwa Singapura akan terus memimpin 

pertumbuhan sewa properti meskipun momentum akan melambat menjelang puncak pasokan 

pada tahun 2025.  

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Kontrak Di Indonesia  

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian terbentuk ketika para pihak saling 

setuju untuk berjanji satu sama lain atau berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan 

tindakan, atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Menurut Subekti, perjanjian 

merupakan skenario di mana seorang individu berkomitmen pada janji kepada pihak lain, atau 
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sebagai alternatif, dua entitas terlibat dalam kesepakatan bersama untuk melaksanakan 

kewajiban. Perjanjian ini memiliki unsur-unsur, seperti tindakan yang menimbulkan akibat 

hukum, keterlibatan minimal dua pihak sebagai subjek hukum, serta adanya komitmen yang 

bersifat mengikat. Syarat sahnya kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, mencakup 

persetujuan para pihak, kapasitas untuk bertindak yang mencakup orang dewasa yang tidak 

menjadi sasaran paksaan, objek tertentu, serta  suatu sebab yang halal. Unsur kontrak 

mencakup esensialia (inti perjanjian seperti kesepakatan dan objek), naturalia (aturan hukum 

melekat meski tidak disebutkan), dan aksidentalia (unsur tambahan sesuai kesepakatan pihak).  

Kontrak Di Singapura 

Hukum kontrak di Singapura, yang berakar pada common law Inggris, mengatur kontrak 

sebagai kesepakatan yang menimbulkan kewajiban yang diakui oleh hukum. Kontrak di 

Singapura tidak dikodifikasi seperti di Malaysia atau Brunei, melainkan berkembang melalui 

putusan hakim yang memungkinkan fleksibilitas dalam mengadopsi prinsip baru sesuai 

kebutuhan sosial dan ekonomi. Untuk sahnya kontrak, terdapat empat elemen utama: 

penawaran dan penerimaan yang spesifik dan tanpa syarat; kepastian dan kelengkapan syarat 

kontrak; adanya pertimbangan (consideration) berupa nilai timbal balik yang nyata; serta 

kapasitas hukum para pihak dan legalitas pokok perkara. Selain itu, lima unsur penting meliputi 

niat menciptakan hubungan hukum, kapasitas para pihak, dan persetujuan bebas. Jenis kontrak 

meliputi kontrak ekspres, tersirat, unilateral, bilateral, serta yang dapat dibatalkan atau batal 

demi hukum. Asas-asas seperti kebebasan berkontrak, pertimbangan, konsensualisme, dan 

privity of contract memastikan keadilan dalam perjanjian. Pelanggaran kontrak, terutama 

dalam pre-project selling properti, dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk klaim 

kerugian finansial, pembatalan kontrak, pengembalian dana, atau sanksi terhadap pihak yang 

melanggar. Developer dapat dituntut atas penundaan atau kegagalan proyek, sementara 

konsumen yang melanggar berpotensi menghadapi tuntutan kompensasi atau penyitaan 

deposit. 

Kontrak Pre-Project Selling 

Pre-project selling merupakan perikatan antara pembeli (konsumen) dan penjual 

(developer) atas properti yang masih berupa konsep, seperti gambar atau lokasi strategis 

hunian, dengan tujuan mengetahui respons pasar terhadap produk yang akan dibangun. Di 

Indonesia, kontrak pre-project selling dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) dengan syarat pembangunan mencapai minimal 20% sebelum PPJB berlaku, 

memberikan kepastian kepada konsumen tentang kelanjutan proyek. Di Singapura, proses pre-

project selling dimulai dengan pemberian Option to Purchase (OTP), di mana pembeli 
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membayar option fee sebesar 1% dari harga properti dan menandatangani Sale and Purchase 

Agreement (S&P) dengan pembayaran 10% dari harga. Pembayaran dilakukan secara bertahap 

sesuai progres pembangunan yang diawasi oleh Controller of Housing dan Building and 

Construction Authority (BCA).    

Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi harkat, martabat, dan dan kebebasan 

mendasar selaras dengan kerangka hukum yang berlaku. Menurut M. Isnaeni (2016), sumber 

perlindungan hukum dikategorikan menjadi dua jenis: perlindungan hukum internal dan 

eksternal. Perlindungan hukum internal muncul dari kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh 

pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. Perjanjian tersebut memuat klausul-klausul 

yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, sehingga mencegah ketimpangan dan 

ketidakadilan. Contohnya adalah kontrak kerja yang mengatur hak dan kewajiban pemberi 

kerja serta karyawan secara setara. Sementara itu, perlindungan hukum eksternal diberikan oleh 

otoritas berwenang, seperti pemerintah, melalui peraturan atau undang-undang.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Studi ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan tujuan mengidentifikasi aturan 

dan prinsip hukum yang relevan serta memberikan rekomendasi terkait kontrak pre-project 

selling di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini bersifat teoritis dan preskriptif, berfokus pada 

analisis konsep hukum, seperti definisi kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta 

mekanisme perlindungan hukum di kedua negara. Dua pendekatan utama yang digunakan 

adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan 

(comparative approach). Data penelitian mencakup sumber-sumber hukum utama, termasuk 

undang-undang dan hukum kasus, di samping sumber hukum sekunder yang disajikan sebagai 

buku dan artikel jurnal hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan 

menelusuri berbagai sumber yang relevan untuk mendukung analisis mengenai kontrak pre-

project selling. Proses analisis data dilakukan melalui teknik deskriptif dan komparatif. 

Temuan studi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk 

memperkuat perlindungan hukum dalam kontrak pre-project selling di Indonesia. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Perbandingan Pengaturan Kontrak Pre-project Selling di Indonesia dan Singa 

Dasar hukum pre-project selling di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi, yakni 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
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Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menetapkan penggunaan perjanjian 

pendahuluan dalam transaksi pre-project selling, sementara Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2011 mengatur penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk 

tujuan yang sama. Selain itu, Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 

menegaskan bahwa perjanjian pendahuluan jual beli wajib memenuhi sejumlah persyaratan 

khusus guna memastikan adanya kepastian hukum dalam transaksi tersebut. Selain itu, 

pembangunan perumahan yang diperjanjikan juga harus telah mencapai minimal 20% sebagai 

wujud komitmen pengembang dalam melaksanakan proyeknya. Ketentuan ini bertujuan untuk 

melindungi konsumen dari potensi risiko dalam transaksi properti. 

Kontrak yang telah disusun sepihak oleh pengembang ini seringkali mengandung 

ketentuan-ketentuan yang berpihak pada kepentingan pengembang. Misalnya, beberapa 

klausul mungkin membatasi hak pembeli untuk mempersulit konsumen mendapatkan ganti 

rugi jika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam proyek yang dijanjikan. Dalam 

hukum kontrak, hal ini dikenal sebagai kontrak baku atau standard form contract, yang 

lazimnya hanya bisa disetujui atau ditolak tanpa adanya ruang untuk negosiasi bagi pihak 

konsumen. Posisi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah ini semakin diperburuk dengan 

ketidakmampuan mereka untuk memahami seluruh aspek hukum yang mungkin kompleks 

dalam kontrak tersebut. Akibatnya, konsumen sering kali tidak menyadari risiko yang mungkin 

muncul, seperti batasan pada jaminan, hak atas pengembalian dana, atau hak atas kompensasi 

jika proyek tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam transaksi pre-project selling di 

Indonesia, pengalihan hak milik properti baru dilakukan setelah pembangunan selesai dan 

pembeli melunasi seluruh kewajiban pembayaran. Proses ini dimulai dengan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang merupakan dokumen awal untuk mengikat kesepakatan 

antara pembeli dan pengembang. PPJB bersifat sementara dan tidak memberikan hak 

kepemilikan penuh kepada pembeli, sehingga pembeli belum dapat mengklaim kepemilikan 

hingga tahap selanjutnya selesai. Proses pengalihan hak milik ini diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, yang menegaskan bahwa pengembang wajib menyerahkan sertifikat tersebut 

setelah semua persyaratan terpenuhi. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah menetapkan bahwa pendaftaran pengalihan hak tanah yang 

dihasilkan dari penjualan dan pembelian hanya dapat terjadi jika disertai dengan akta yang 
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disiapkan oleh Petugas Pembuat Akta Tanah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa 

proses peralihan hak tersebut memiliki perlindungan hukum yang memadai. 

Setelah properti selesai sesuai jadwal yang disepakati, proses pengalihan hak milik 

dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). AJB menjadi bukti sah bahwa hak milik properti telah berpindah dari pengembang ke 

pembeli. Langkah berikutnya adalah pendaftaran transaksi tersebut di Badan Pertanahan 

Nasional (BPN). BPN kemudian menerbitkan sertifikat kepemilikan properti, seperti Sertifikat 

Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), atas nama pembeli. Sertifikat 

ini merupakan pengakuan sah dari negara atas hak milik pembeli, sekaligus memberikan 

jaminan keamanan hukum dan mencegah klaim dari pihak lain. Dalam skema pembayaran, 

Setelah uang muka dibayarkan, pembeli memasuki tahap pembayaran bertahap, yang biasanya 

dilakukan dalam bentuk cicilan tetap setiap bulan hingga mencapai persentase tertentu dari 

harga jual keseluruhan. Skema ini sering kali disusun untuk mempermudah pembeli, terutama 

yang tidak mampu membayar properti secara tunai dalam satu waktu. Salah  satu elemen 

penting dari skema ini adalah sisa pembayaran yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme 

pendanaan lain, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank atau lembaga pembiayaan 

lainnya. Pada tahap ini, pihak pembeli akan bekerja sama dengan bank untuk mendapatkan 

pinjaman dengan tenor tertentu, yang kemudian digunakan untuk melunasi sisa harga jual 

kepada pengembang.  Setelah pelunasan pembayaran yang diuraikan dalam perjanjian yang 

ditentukan dalam PPJB, konsumen dan pengembang bersama-sama hadir di hadapan PPAT. 

PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan dokumen, seperti identitas kedua 

belah pihak, bukti pelunasan, sertifikat tanah, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), serta bukti 

pajak seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak 

Penghasilan). Setelah verifikasi selesai, kedua belah pihak menandatangani AJB yang 

kemudian disahkan oleh PPAT.  

Di Singapura, memiliki peraturan  yang jauh lebih ketat  dan terperinci dalam hal 

transparansi dan jaminan  konsumen  untuk kontrak pre-project selling.  Di Singapura, terdapat 

Housing Developers (Control and Licensing) Act serta regulasi dari Building and Construction 

Authority (BCA) secara jelas mewajibkan pengembang untuk memberikan  informasi mendetail 

terkait izin, waktu penyelesaian, dan spesifikasi proyek  kepada konsumen secara lengkap sejak 

awal transaksi.   Keabsahan kontrak pre-project selling properti di Singapura merupakan isu 

yang diatur secara ketat melalui berbagai regulasi hukum, yang dirancang untuk memberikan 

perlindungan maksimal bagi pembeli dan memastikan pengembang memenuhi kewajibannya. 

Salah satu syarat utama untuk keabsahan kontrak pre-project selling di Singapura adalah 
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kepatuhan terhadap elemen dasar kontrak sebagaimana ditentukan oleh sistem common law. 

Elemen-elemen tersebut meliputi adanya kesepakatan yang jelas antara pihak pengembang dan 

pembeli, di mana pengembang menawarkan properti dengan kondisi tertentu dan pembeli 

secara eksplisit menerima penawaran tersebut. Selain itu, properti yang diperjualbelikan harus 

memiliki keabsahan objek, yaitu proyek yang dijanjikan harus memiliki izin resmi, rencana 

yang terperinci, dan berada dalam batas-batas legalitas hukum. Kontrak juga harus melibatkan 

pertimbangan (consideration), yaitu pembayaran atau nilai ekonomi yang diberikan oleh 

pembeli sebagai bagian dari kesepakatan, biasanya berupa uang muka. Elemen lain yang tidak 

kalah penting adalah adanya niat kedua pihak untuk terikat secara hukum, serta kapasitas 

hukum kedua pihak untuk membuat kontrak. Jika salah satu elemen ini tidak terpenuhi, kontrak 

dapat dianggap batal demi hukum atau tidak dapat diberlakukan di pengadilan. 

Skema pembayaran dalam kontrak pre-project selling di Singapura dirancang untuk 

melindungi konsumen dan memastikan pengembang memenuhi kewajiban profesional. Proses 

dimulai dengan penerbitan Option to Purchase (OTP), yang memberi calon pembeli hak 

eksklusif untuk membeli properti dalam jangka waktu tertentu setelah membayar booking fee 

sebesar 1% dari harga properti. Setelah OTP disepakati, pembeli menandatangani Sale and 

Purchase Agreement (S&P) dalam waktu 14 hari, disertai pembayaran uang muka sebesar 5%-

20% dari harga properti. Pembayaran dilakukan bertahap sesuai kemajuan konstruksi, diawasi 

ketat oleh Building and Construction Authority (BCA). Misalnya, pembayaran dilakukan 

setelah penyelesaian pondasi, struktur utama, dan atap. Sistem ini mencegah pengembang 

menerima seluruh pembayaran di muka, mengurangi risiko proyek mangkrak. Setiap tahap 

konstruksi harus mendapat sertifikasi dari BCA sebelum pengembang menerima pembayaran 

berikutnya. Setelah tahap akhir konstruksi, pengembang mengajukan Temporary Occupation 

Permit (TOP), yang memungkinkan pembeli menempati properti sambil menunggu 

penyelesaian dokumen legal. Pada tahap ini, pembeli melunasi sisa pembayaran sesuai 

ketentuan dalam S&P. Skema ini memastikan transparansi dan perlindungan hukum bagi 

pembeli.  

Dalam artikel "Tort Law", pengalihan hak milik melalui Option to Purchase (OTP) 

antara pengembang dan konsumen dijelaskan sebagai proses bertahap yang melibatkan 

beberapa tahapan penting. OTP memberikan kerangka hukum yang memastikan bahwa 

pembeli memiliki hak eksklusif untuk membeli properti dari pengembang pada harga yang 

telah disepakati dalam periode waktu tertentu. Tahapan awal dalam proses ini adalah 

pengembang memberikan OTP kepada konsumen setelah pembayaran uang tanda jadi. OTP 



 
Komparasi Perlindungan Hukum dalam Kontrak Pre-Project Selling Properti Indonesia dan Singapura 

199         JEMBATAN HUKUM - VOLUME. 2, NO. 1, TAHUN 2025 

 
 

 

sering kali mencantumkan syarat-syarat yang ketat, termasuk tenggat waktu untuk pelaksanaan 

hak oleh pembeli dan kewajiban pembayaran penuh sebelum hak milik dialihkan.  

Yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan mengharapkan kedua belah pihak 

bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Kesalahan atau 

penundaan yang tidak wajar dapat mengakibatkan hilangnya hak atau gugatan hukum.  Ting 

Siew May v Boon Lay Choo  [2014] SGCA 28  yang membahas validitas dan pelaksanaan  

(OTP) dalam transaksi jual beli properti. Dalam kasus ini, Penggugat (Ting Siew May) dan 

Tergugat (Boon Lay Choo dan lainnya) menandatangani OTP untuk pembelian properti. 

Namun, terjadi perselisihan mengenai apakah syarat-syarat dalam OTP telah dipenuhi sehingga 

membuatnya mengikat secara hukum. Pengadilan Tinggi Singapura memutuskan bahwa OTP 

tersebut mengikat secara hukum karena syarat-syarat yang ditetapkan telah dipenuhi oleh para 

pihak. Putusan ini menekankan pentingnya ketepatan waktu dan pemenuhan syarat-syarat 

dalam OTP untuk membuatnya mengikat secara hukum. Kasus ini memberikan kepastian 

hukum mengenai validitas OTP dalam transaksi properti di Singapura dan memberikan 

panduan praktis bagi mereka yang terlibat dalam transaksi properti mengenai pentingnya 

mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam OTP. 

Perbandingan Perlindungan Hukum Terkait Kontrak Pre-project Selling di 

Indonesia dan Singapura  

Menurut M. Isnaeni (2016), perlindungan hukum dalam kontrak pre-project selling 

terbagi menjadi perlindungan internal dan eksternal. Perlindungan internal berasal dari isi 

kontrak seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di Indonesia dan Sale and Purchase 

Agreement (SPA) di Singapura, yang menentukan hak dan tanggung jawab pihak yang terlibat. 

Di Indonesia, PPJB sering disusun sepihak oleh pengembang, cenderung merugikan konsumen 

melalui klausul yang membatasi hak pembeli terkait keterlambatan serah terima atau perubahan 

spesifikasi tanpa persetujuan. Sebaliknya, di Singapura, SPA wajib memenuhi ketentuan 

Housing Developers (Control and Licensing) Act (HDCLA) dan mencakup informasi 

transparan mengenai jadwal pembangunan, skema pembayaran, serta hak konsumen jika 

pengembang wanprestasi. Perlindungan eksternal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 yang mewajibkan 

pengembang memastikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah dan izin bangunan 

sebelum terlibat dalam kegiatan pemasaran. 

Di Singapura, HDCLA dan Consumer Protection (Fair Trading) Act (CPFTA) 

melarang praktik bisnis menyesatkan, serta mewajibkan pengembang memiliki lisensi resmi 



 
 

e-ISSN : 3046-5648; p-ISSN : 3046-6180; Hal. 192-205 
 

 

sebelum memasarkan properti. Building and Construction Authority (BCA) mengawasi 

standar konstruksi dan memastikan kepatuhan hukum. Singapura juga mewajibkan 

penggunaan escrow account untuk menampung dana konsumen, memastikan dana hanya 

digunakan untuk pembangunan, sehingga memberikan rasa aman yang lebih tinggi bagi 

konsumen dibandingkan sistem di Indonesia.  Selain itu, di tahap awal transaksi, 

pengembang di Singapura wajib menerbitkan Option to Purchase (OTP) yang memberikan 

hak eksklusif kepada konsumen untuk membeli unit dalam waktu tertentu setelah membayar 

booking fee. Dengan adanya format standar dan regulasi ketat, kontrak dalam sistem hukum 

Singapura memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi pembeli dibandingkan di 

Indonesia. Berikut perbandingan perlindungan hukum kontrak Pre-Project Selling : 

Tabel 1. perbandingan perlindungan hukum kontrak Pre-Project Selling 

Aspek Indonesia Singapura 

Kedudukan 

PPJB 

1. Menggunakan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

sebagai dokumen pengikatan 

awal antara pembeli dan 

pengembang. 

2. PPJB tidak memberikan hak 

kepemilikan penuh kepada 

pembeli, hanya sebagai 

kesepakatan awal. 

3. Hak kepemilikan baru diperoleh 

setelah Akta Jual Beli (AJB) 

ditandatangani dan didaftarkan ke 

Badan Pertanahan Nasional 

(BPN).  

4. PPJB sering disusun sepihak oleh 

pengembang, dengan klausul 

yang lebih menguntungkan 

pengembang dibandingkan 

konsumen. 

1. Menggunakan Option to 

Purchase (OTP) sebagai 

tahap awal, diikuti dengan 

Sale and Purchase 

Agreement (SPA). 

2. SPA bersifat standar dan 

wajib mengikuti ketentuan 

Housing Developers 

(Control and Licensing) Act 

(HDCLA).  

3. Kontrak secara jelas 

mengatur hak dan kewajiban 

pembeli, termasuk kepastian 

pembangunan dan 

spesifikasi properti.  

4. Sistem ini memberikan 

jaminan hukum lebih kuat 

dibandingkan PPJB di 

Indonesia. 

Pengalihan 

Hak Milik 

1. Hak milik dialihkan setelah 

properti selesai dibangun dan 

pembayaran lunas.  

2.  Proses dilakukan melalui Akta 

Jual Beli (AJB) dan pendaftaran 

di BPN untuk mendapatkan 

Sertifikat Hak Milik (SHM) atau 

Hak Penggunaan Bangunan 

(HGB). 

3. Sering terjadi keterlambatan 

dalam penerbitan sertifikat akibat 

faktor administratif dan kelalaian 

pengembang. 

1. Hak milik dialihkan setelah 

pembayaran lunas sesuai 

Sale and Purchase 

Agreement (SPA).  

2. Pengembang wajib 

mendaftarkan properti ke 

Singapore Land Authority 

(SLA) untuk penerbitan 

Title Deed atas nama 

pembeli.  

3. Proses lebih cepat dan 

minim risiko keterlambatan. 
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Skema 

Pembayaran 

1. Pembayaran terdiri dari booking 

fee, uang muka (DP), dan cicilan 

melalui KPR atau langsung ke 

pengembang.  

2. Tidak ada escrow account, 

sehingga dana pembeli bisa 

digunakan pengembang untuk 

proyek lain.  

3. Risiko proyek mangkrak atau 

keterlambatan tinggi karena 

kurangnya pengawasan 

penggunaan dana. 

1. Pembayaran dilakukan 

bertahap sesuai progres 

pembangunan.  

2. Dana wajib disimpan dalam 

escrow account yang 

dikelola pihak ketiga.  

3. Building and Construction 

Authority (BCA) 

mengawasi penggunaan 

dana, memastikan proyek 

berjalan sesuai jadwal. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pengaturan kontrak pre-project selling di Indonesia diatur  dalam berbagai peraturan 

seperti KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, ssertaPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2021 mengatur proses pre-project selling melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).   

Sistem ini menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar kontrak awal, 

namun masih terdapat kelemahan dalam hal transparansi, pengawasan, dan perlindungan 

konsumen. Di Singapura, memiliki regulasi yang lebih ketat dan terperinci melalui Housing 

Developers (Control and Licensing) Act dan Costumer Protection (Fair Trading) Act. Kontrak 

di Singapura diwajibkan mengikuti format standar seperti Sale and Purchase Agreement (SPA) 

yang diatur secara rinci dengan pengawasan ketat dari Building and Construvtion Authority 

(BCA) untuk menjamin transparansi dan perlindungan konsumen.  

Perbandingan perlindungan hukum kontrak Pre-Project Selling perbandingan 

perlindungan hukum kontrak Pre-Project Selling Perlindungan hukum di Indonesia 

cenderung lemah karena PPJB sering disusun sepihak oleh pengembang, mengandung klausul 

yang merugikan konsumen, dan minim pengawasan terkait penggunaan dana. Perlindungan 

hukum eksternal diberikan masih belum optimal. Di Singapura, perlindungan hukum lebih kuat 

karena adanya escrow account untuk mengamankan dana konsumen, kontrak standar yang 

diwajibkan, serta pengawasan ketat dari otoritas seperti BCA. Selain itu, konsumen memiliki 

jalur hukum yang lebih efektif untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran kontrak.  

Saran 

1. Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, khususnya Pasal 42, dengan menambahkan ketentuan seperti 

penggunaaan escrow account untuk menyimpan dana konsumen.  
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2. Pemerintah perlu membuat format standar untuk PPJB yanga dil dan jelas, mencakup 

hak-hak kewajiban, jadwal serah  terima, dan spesifik properti.  

3. Penting bagi pemerintah dan organisasi perlindungan konsumen untuk meningkatkan 

literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi, seminar, atau pelatihan mengenai hak-hak 

konsumen dalam transaksi properti. Edukasi ini bertujuan agar konsumen lebih kritis 

dalam memahami isi kontrak, mampu mengidentifikasi potensi risiko, dan tahu langkah 

hukum yang dapat ditempuh jika terjadi sengketa dengan pengembang 
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